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A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran merupakan suatu sikap yang dimiliki ol@nusia dan tidak ada
pada ciptaan Tuhan yang lain. Satjipto (1986: 68hjelaskan bahwa kesadaran
merupakan unsur dalam manusia dalam memahamiagea#dn bagaimana cara
bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaeseorang dapat dilihat dari
beberapa sudut pandang, antara lain mencakup paddang pengetahuan dan
pengertiannya terhadap hukum, dari sudut sikapeg@atdap hukum, dan sudut
tindakannya terhadap hukum. Maka, sebagai indikdem kesadaran hukum
menurut Soerjono Soekanto (1982: 159) menjelaskdnwa "(1) Pengetahuan
tentang peraturan-peraturan hukum, (2) Pemahamémtgisi peraturan-peraturan
hukum, (3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukdan (4) Pola-pola
perikelakuan hukum?”.

Nidia (Widjaja, 1984:. 35) menyatakan bahwa "Kesadatidak hanya
tergantung pada kelengkapan perundang-undangamms&dgenkan dikaitkan juga
dengan kesadaran pribadi terhadap moral, etika lidgkungan”. Apabila setiap
manusia memiliki kesadaran moral maka masyarakan agértib dan aman, jadi
kesadaran seseorang dapat dilihat dari baik bueulsiyap dan perbuatannya.
Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat atillietbahwa kesadaran
masyarakat lahir dari diri masyarakatnya itu sendengan kesadaran pribadi,

moral, etika, yang dipengaruhi oleh lingkungan garanan pemerintahnya.



Pembangunan nasional tidak akan memiliki arti gg@atanpa keberhasilan
masyarakat desa, maka diharapkan pemerintah degat deerperan secara
maksimal dalam pembangunan ditingkat kelurahan gedesaan, mengingat
kedudukan serta sifatnya yang sangat dekat lang#emgan masyarakat.

Soleman B. Taneko (Soerjono Soekanto, 1992: 49yatekan bahwa:

"Apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidlkhmhierhasil atau

gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanyakudi apakah

pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atatilake tertentu,
sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak”.

Otje Salman (2009: 14) mengungkapkan bahwa "Hukangydibuat agar
memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakakuiudapat berperan
sebagai alat pembaharuan masyarakat”.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sangat digrlpkranan pemerintah
dalam membangun kesadaran masyarakat, karena agamgaintah adalah untuk
mensejahterakan masyarakat dan saling memenuhadm& dan kewajibannya.
Setiap penduduk berhak mendapatkan perlindungan ddaajibkan memiliki
dokumen kependudukan oleh negara, karena dokunmen#edukan merupakan
dokumen negara yang berkaitan langsung dengan keamaasional dan status
kependudukan seseorang diataranya kepemilikan Adkhiran yang perlu
dikelola secara komprehensif.

Termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahuf62@ntang
administrasi kependudukan Pasal 3 dan Pasal 27(Aygang berbunyi:

Pasal 3

“Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kepelutan dan peristiwa

penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksastegah memenuhi

persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Elekddan Pencatatan
Sipil”.



Pasal 27

(1) “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh pendudukpdda Instansi
Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahpahng lambat 60
(enam puluh) hari sejak kelahiran”.

Dipertegas dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1téntang
penyelenggaraan administrasi kependudukan Bab &l Plasayat (17) yang
berbunyi:

“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialamhaseseorang meliputi:

kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pegi@e, pengangkatan anak,

pengakuan anak dan pengesahan anak, perubahan m&mdgahan
kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya”.

Dari ketentuan peraturan tersebut jelas bahwa tpesispenting adalah
kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranystpea kelahiran, kematian,
perkawinan, dan sebagainya. Setiap orang diwajibk@laporkan peristiwva
penting untuk memiliki data pribadi karena peristiwenting merupakan data
pribadi yang harus dicatat dan didokumentasikajel&kan dalam BAB | Pasal 1
ayat (22) bahwa "Data pribadi adalah data persgaranertentu yang disimpan,
dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilinduaglkasiaannya”.

Salah satu kewajiban yang harus dimiliki oleh segraarga negara yaitu
memiliki Akta Kelahiran yang merupakan salah santbk pengakuan pemerintah
terhadap warga negaranya. Menurut Peraturan BGgamis No. 1-A Tahun 2009
tentang penyelenggaraan administrasi kependudekurang dalam BAB | Pasal 1
ayat (46) menyatakan bahwa:

"Akta kelahiran merupakan identitas diri bagi segraanak, yang

diberikan oleh negara atau pemerintah terhadadingengan dan

kepastian hukum, menyangkut di dalamnya tercantumrupa

kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir, jealankn, nama anak,
nama ayah, dan nama ibu”.



Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapatatiikiebahwa dokumen
kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitdeh instansi pelaksana
yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat buétitiat yang dihasilkan dari
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.5 T&Q07 tentang
perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Ciami¢ INtahun 2001 tentang
retribusi pelayanan administrasi kependudukan dda aatatan sipil tertuang
dalam pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa administeggsendudukan adalah
kegiatan pencatatan dan penerbitan identitas kejolkeiken.

Menurut Peraturan Bupati Ciamis No. 1-A Tahun 20@ntang
penyelenggaraan administrasi kependudukan tertiaiagn BAB | Pasal 1 ayat (4)
menyatakan bahwa:

"Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiapenataan dan

penertiban dokumen dan data kependudukan melakndgftaran

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasinduduk serta

I[:")a(?rrll”(?ayagunaan hasilnya untuk pelayanan publikpgambangunan sektor

Penyelenggaran Administrasi Kependudukan diatiandderaturan Bupati
Ciamis No. 1-A Tahun 2009 dan dalam Peraturan Dal€ebupaten Ciamis No. 5
Tahun 2007 tentang Perubahan kedua peraturan déatalpaten Ciamis No. 11
Tahun 2001 tentang retribusi pelayanan administk@gendudukan dan akta
catatan sipil.

Dari peraturan daerah tersebut dapat ditarik kesiampbahwa akta catatan
sipil adalah akta otentik yang memuat peristiwvaekdptaan seseorang, sehingga

kepemilikan dokumen kependudukan sangatlah pentoagi masyarakat,

diantaranya kepemilikan Akta Kelahiran.



Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penegakarunmuknenurut
Seorjono Soekanto (1983: 5) diantaranya:

"(1) Faktor hukumnya sendiri, (2) Faktor penegalkum, yakni pihak-
pihak yang membentuk maupun yang menerapkan huk8jnFaktor
sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkd&mnhu(4) Faktor
masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebetlaku atau
diterapkan, (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagail tkarya, cipta dan
rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dasegauydan hidup”.

Berdasarkan faktor-faktor di atas dapat dilihati diaktor penegak
hukumnya, dampaknya pada masyarakat sangat bebat gkenegak hukumnya
yang kurang maksimal, maka kepemilikan dokumen képeukan khususnya akta
kelahiran, masyarakat desa tidak terlalu mempeifalasan karena masyarakat
memandang akta kelahiran tidak terlalu berfung&rdapengadministrasian dan
juga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masgargkng memiliki akta
kelahiran sangat minim, khususnya masyarakat da@syeuhluhur Kabupaten
Ciamis.

Masyarakat belum maksimal memenuhi kewajibannyanggh masih
banyak masyarakat yang memandang sebelah matdaprkapemilikan dokumen
tersebut. Masyarakat sendiri belum sadar karenarbeierasakan atau mengetahui
manfaat dan fungsinya, sehingga masih acuh dalamyikapinya.

Setiap warga negara dituntut untuk memenuhi hak kiamajibannya.
Soerjono Soekanto (1986: 13) menyatakan bahwa USUetk sebenarnya
merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak bermgalangkan kewajiban
adalah beban atau tugas”.

Faktor lain dapat dilihat dari faktor sarana atasilitas, Soerjono Soekanto

(1983: 27) menyatakan bahwa:



"Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain manra&naga manusia yang
berpendidikan dan trampil, organisasi yang bailerafatan yang
memadai, keuangan yang cukup,dan seterusnya. hhkhal tersebut
tio!ak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukumn akaencapai
tujuannya”.

Masyarakat memandang sebelah mata dalam kepemiiken Kelahiran
tersebut dikarenakan beberapa faktor, diantaranglamd pembuatan Akta
Kelahiran harganya mahal, birokrasinya sulit, pdik@in masyarakat yang masih
rendah, dan faktor ekonomi masyarakat yang sebalgemar kurang mampu,
sehingga masyarakat banyak yang tidak memiliki- Ak&ahiran dibandingkan
dengan kepemilikan dokumen yang lain.

Pemerintahan desa yang merupakan wahana dan wpddlsipasi
masyarakat dalam pembangunan masyarakat yang esejapemerintahan desa
yang seharusnya memegang peranan yang sangatgpdatinberfungsi sebagai
fasilitator bagi masyarakatnya, namun pemerintahnbenaksimal dalam melayani
kebutuhan masyarakatnya. Masih mempersulit dalasegrbirokrasi contohnya,
khususnya untuk kepemilikan Akta Kelahiran masirashkan kurang maksimal
oleh masyarakat. Dalam UUD 1945 Pasal 28D ayatli{@)askan bahwa: "Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindurdgm kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Catatan kelahiran merupakan pengakuan legal a&lasr&daan seseorang

yang meliputi jati diri pribadi (nama, jenis kelamitanggal kelahiran, tempat

lahir), juga hubungan kekeluargaan (anak ke bersgaa ayah, nama ibu).



Pencatatan kelahiran menjadi penting, mengingapatapengakuan legal atas
keberadaan seseorang dan tidak punya kewarganegaraa

Jika masalah ini tidak diteliti dapat menimbulldampak negatif, terutama
terkait masalah status dokumen Akta Kelahiran ditammasyarakat, yang
sebenarnya sangat diperlukan oleh masyarakat. nddsyarakat tidak memiliki
Akta Kelahiran akan kesulitan untuk melakukan pdadre atau perlindungan
hukum, baik negara maupun keluarga bagi seseoramg yiragukan legal
identitasnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut malkan daenelitian ini
peneliti mengkaji masalah dengan judul: “KESADARAMSYARAKAT DESA
DAYEUHLUHUR DALAM KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN”  (Studi

Kasus Di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagarapéaben Ciamis).

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah terdahulu dapat pemelfituskan suatu fokus
penelitian, yaitu: “Bagaimana kesadaran masyar@d@ga Dayeuhluhur dalam
kepemilikan akta kelahiran?”
Untuk memudahkan pembahasan hasil penelitian, Maas penelitian
tersebut peneliti jabarkan dalam beberapa sub atasabagai berikut:
1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyaralatgidmpemilikan
Akta Kelahiran?
2. Bagaimana sikap dan perilaku masyarakat terhadgenkiékan Akta

Kelahiran?



3. Bagaimana upaya pejabat desa dalam membina kesadasyarakat untuk
kepemilikan Akta Kelahiran?
4. Kendala apa yang dihadapi pejabat desa dalam mamké&sadaran
masyarakat untuk kepemilikan Akta Kelahiran?
Sub-sub masalah tersebut di atas dapat penelikiaja sebagai pertanyaan
pokok penelitian.
C. Tujuan Pendlitian
Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini adalatuki mengetahui
bagaimana kesadaran masyarakat Desa Dayeuhluham detpemilikan Akta
Kelahiran.
Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahu
1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakatgtéepemilikan Akta
Kelahiran.
2. Bagaimana sikap dan perilaku masyarakat terhadgbnya kepemilikan Akta
Kelahiran.
3. Bagaimana upaya pejabat desa dalam membina kesadesyarakat untuk
kepemilikan Akta Kelahiran.
4. Kendala apa yang dihadapi pejabat desa dalam markbgadaran masyarakat

untuk kepemilikan Akta Kelahiran.

D. Kegunaan Pendlitian
Ada beberapa manfaat yang diharapkan peneliti, mamiananfaat dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis



Sebagai pengembangan disiplin ilmu yang ditekunnepg vyaitu
Pendidikan Kewarganegaraan dan dapat memberikamasigan pemikiran
atau bahan kajian dalam dunia pendidikan khusugayg berkaitan dengan
Jurusan atau bidang studi PKn. Penelitian ini judalam upaya
mendeskripsikan berbagai masalah yang berkaitagatiekepemilikan Akta
Kelahiran serta mencari alternatif pemecahan miasalan memberikan
masukan kepada pemerintah daerah sebagai acuadakasahukum bagi
masyarakat terhadap kepemilikan Akta Kelahiran kboga agar menjadi
warga negara yang diakui legalitasnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat mengendinggrya memiliki
dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran, sehinggesyarakat dapat
menyadari akan kewajibannya memiliki Akta Kelahirgian mengetahui
manfaat dan fungsinya bagi kehidupan, agar memadya Negara yang baik.
Juga memberikan sumbangan pemikiran baik secaraukhmaupun secara
umum kepada Pemerintah Desa dan Dinas KependudidarCatatan Sipil

dalam menjalankan kinerjanya.

E. Penjelasan Istilah
1. Pengetahuan hukum. Menurut Salman (1993: 40) ad&ehgetahuan
seseorang mengenai beberapa perilaku tertentudyatug oleh hukum?”.
2. Pemahaman hukum. Menurut Salman (1993: 41) “Pemamanukum

adalah suatu pengetian terhadap isi dan tujuan peaaturan dalam hukum
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tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yangdkgiannya diatur oleh
peraturan tersebut”.

3. Sikap hukum. Menurut Salman (1993: 42) sikap hukdiantikan sebagai
“Suatu kecenderungan untuk menerima hukum kareaayadpenghargaan
terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaamnataguntungkan jika
hukum itu ditaati”.

4. Prilaku hukum. Menurut Salman (1993: 42) menyatabaimwa “Seberapa
jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat ddidwatpola perilaku
hukum”.

5. Dikemukakan oleh Paul B. Horton dan C. Humasyarakat merupakan
kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup be@@aama dalam waktu
yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentempunyai kebudayaan
sama serta melakukan sebagian besar kegiatan aindatlompok atau
kumpulan manusia tersebut.

6. Akta Kelahiran merupakan identitas diri bagi segranak, yang diberikan
oleh Negara atau pemerintah terhadap perlindungarkdpastian hukum,
menyangkut di dalamnya tercantum berupa kewargaaggatempat dan

tanggal lahir, jenis kelamin, nama anak, nama agah,nama ibu.

F. Metode dan Tekhnik Pengumpulan Data
1. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakanlabdgendekatan

kualitatif sesuai dengan masalah yang litiitmengenai fenomena-fenomena
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sosial atau yang berhubungan dengan manusia. Sksugan apa yang dijelaskan
oleh S. Nasution (1996: 18) sebagai berikut: "Plaalekatnya penelitian kualitatif
ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnyantesaksi dengan mereka,

berusaha memahami bahasa dan tafsiran merekagaehtaia sekitarnya”.

2. Metode Pendlitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adataftli kasus. Arikunto
(2002: 120) mengemukakan bahwa:

“Penelitian kasus adalah suatu penelitian yangkaldan secara intensif,

terinci dan mendalam terhadap suatu organisasipdgen atau gejala

tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitieasus hanya meliputi

daerah atau subjek yang sangat sempit. Tetapjatitotari sifat penelitian,

penelitian kasus lebih mendalam”.

Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyaigkimudata mengenai
subjek yang diteliti (diperoleh melalui metode wawara, pengamatan, penelaahan

dokumen, hasil survei dan data apapun untuk memhgurssuatu kasus secara

rinci).

3. Tekhnik Penélitian
Adapun teknik penelitian yang peneliti gunakaradapenelitian ini adalah

sebagai berikut :

a. Observasi. Menurut Arikunto (2002: 132) bahwa “Ofasi yaitu suatu
pengamatan meliputi kegiatan perumusan perhatrdadap sesuatu objek
dengan menggunakan seluruh alat indera”.

b. Wawancara. Menurut Arikunto (2002:133) bahwa wavaeaacadalah

“Dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memwipé informasi
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dari terwawancara. Sedangkan menurut Moleong (288%:“Wawancara
adalah percakapan dengan maksud tertentu”. Pemakiapdilakukan oleh
dua pihak, yaitu pewawancaraterviewer) yang mengajukan pertanyaan
dan terwawancarargerviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan
itu.

c. Studi literatur. Studi literatur dimaksudkan untmkengumpulkan dan
mempelajari literatur buku-buku, sehingga diperaiébrmasi teoritis yang
ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

d. Studi dokumentasi. Menurut Nasution (1996:85) batBtadi dokumentasi
terdiri atas tulisan pribadi seperti buku harianfag-surat dan dokumen
resmi, yang dikaji dapat berupa: daftar hadir,bsif&a hasil karya siswa,
arsip, dan lembar kerja siswa”.

"Tekhnik dokumentasi yaitu cara mengumpulkan datelafui
peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan bokke tentang pendapat,
teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yangrhubungan dengan
masalah penelitian (Margono, 2004: 181)".

e. Catatan Lapangan. Menurut Moleong (2005: 209) bdl@edatan lapangan
adalah catatan tertulis tentang apa yang didemgjanat, dialami dan
dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan rsfléakrhadap data

dalam penelitian kualitatif”.

5. TeknisAnalisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilalwkpada saat pengumpulan

data berlangsung dan setelah selesai pengumputanddéam periode tertentu.
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Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa vkt dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilaknkaecara terus menerus sampai
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh’.
Aktivitas dalam anlisis data meliputi: reduksi aatpenyajian data,
penarikan kesimpulan dan verifikasi.
a. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya culamyak, untuk itu
maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Kareeeakin lama peneliti di
lapangan, maka jumlah data akan makin banyak kdwmplan rumit. Untuk
itu perlu segera dilakukan analisis data melalduksi data. Reduksi data
berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfolarskpada hal-hal
penting, dicari tema dan polanya dan membuang trdak perlu.
b. Penyajian Data
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakakdalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan anatar katefjowchart dan sejenisnya.
Dengan mendisplay data maka akan memudahkan unémkahami apa
yang terjadi, merencanakan rencana selanjutnyasarkin apa yang telah
dipahami tersebut.
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adaleenarikan

kesimpulan dan verifikasi.
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G. Lokas dan Subjek Penélitian
1. Lokas pendlitian
Menurut Nasution (1996:43), lokasi penelitian meikgn lokasi

situasi sosial yang mengandung unsur tempat, pelakikegiatan. Tempat
dan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa DiénWghur Kecamatan
Jatinagara Kabupaten Ciamis. Karena di Desa terdeliapat fenomena
sosial dalam kepemilikan akta kelahiran, di dessetaut kepemilikan akta
kelahiran. belum bisa dijadikan dokumen penting osdbagian besar
masyarakatnya dengan alasan tidak terlalu urg&imgrfakonomi dan juga
pendidikan masyarakat yang masih rendah. Karenagseb masyarakat
tidak memiliki akta kelahiran sehingga masyarakadkt bisa merasakan
manfaat dan fungsinya dari kepemilikan dokumeretars

2. Subjek Penédlitian
Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian iniatda
a. Kepala Program Dinas Kependudukan dan Pencatgbdn Si
b. Kepala Desa Dayeuhluhur dan Anggota
c. Masyarakat Desa Dayeuhluhur yang memiliki dan tidedmiliki Akta

Kelahiran



